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I uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena hanya atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang tahun 2018

telah tersusun.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan
program kerja Pengadilan Agama Jombang tahun 2018
sebagai bahan evaluasi, baik bagi Pengadilan Agama
Jombang sendiri, maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya,

dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pimpinan
Pengadilan Agama Jombang kepada pimpinan peradilan di atasnya dengan harapan
akan mendapatkan penilaian dan bimbingan sepenuhnya guna penyempurnaan
penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Jombang

pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang tahun 2018 ini disajikan dengan harapan
semoga semua pihak yang berkepentingan berkenan memberikan

kritik dan rekomendasinya bagi optimalisasi pencapaian

Visi Pengadilan Agama Jombang :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA JOMBANG
YANG AGUNG™

Jombang, 29 Desember 2018
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H,
NIP. 196606021992031003
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Bas

PENDAHULUAN

A. KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama salah
satu dari 4 pengadilan yang ada
dibawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai salah
satu puncak kekuasaan
kehakiman serta peradilan negara

tertinggi yang mempunyai posisi

dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman sesuai Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua

dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Pengadilan Agama sebagai
institusi pelayanan publik berkewajiban
memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat pencari keadilan

yang
mempunyai kewenangan memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara yang

diajukan kepadanya, sebagaiman diatur

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 jo Undang-Undang
nomor 3 tahun 2006 yang merupakan
kewenangan absolut yang dimiliki oleh

Pengadilan Agama yakni bidang :

1.

A w DN

Perkawinan
Kewarisan
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat

Infaq
Shodaqgoh

Ekonomi Syari’ah

10. P3HP/Penetapan Ahli Waris
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Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relative sebagaimana yuridiksi

mengadili di wilayah hukumnya yang terdiri dari 21 Kecamatan yang terdiri dari 304

Desa/Kelurahan. Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah

Jombang antara lain sebagai berikut :

Tembelang

Megaluh
Bandarkedungmulyo
Plandaan

Kudu

Ngusikan

© 0o N oo a »~» O DN -

-
o

Tabel 1.1. Wilayah Geografis Pengadilan Agama Jombang

Jombang
Diwek
Gudo

Perak

2 0 2 4 6 8 10
[ s s s |

11 Ploso

12 Kabuh
13  Mojoagurg

14 Kesamben

15 Peterongan

16 Jogoroto

17  Sumobito
18  Mojowarno
19 Ngoro

20 Bareng

21 Wonosalam

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Kabupaten Lamongan
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Kediri
Kabupaten Nganjuk

Gambar 1.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jombang
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Kabupaten Jombang terletak antara 112'03 BT sampai dengan 112'27 BT

dan 0720 LS sampai dengan 07'46 LS. Luas Kabupaten Jombang adalah sekitar +

1.159,50 Km2.
. VISI DAN MISI
Visi Pengadilan Agama
- _:c Jombang mengacu pada visi Mahkamah
-~

Agung Republik Indonesia sebagai

puncak kekuasaan Kehakiman di Negara

Indonesia : “Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang Yang Agung®. Dalam

visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya pengadilan yang modern, independen,

bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk

mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jombang menetapkan misi-misi sebagai

berikut :

1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berada
di Pengadilan Agama Jombang;

2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang
dikemukaakan diatas dirumuskan dalam bentuk yang terarah dan operasional
berupa perumusan tujuan strategi organisasi. Di dalam cetak biru Mahkamah
Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu
selama 5 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam
Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2015 sampai dengan 2019.
Renstra lima tahunan tersebut akan menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

3) Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;

4) Terwujudnya pelaksanaan pelasanaan pengawasan kinerja aparat peradilan

secara optimal baik internal maupun eksternal;



5) Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan
menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
6) Terwujudnya transparasi pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga
peradilan berdasarkab parameter obyektif;
7) Peningkatan pengelolaan aset keuangan dan kinerja;
Pada akhirnya setelah dituangkan dalam rencana strategis 5 tahun
Mahkamah Agung diikuti dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama

Jombang di tahun 2018.



Bag

STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang mengacu pada
PERMA Rl Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang Tahun 2018

1. Standar Operasi Prosedur (SOP)

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan,
maka Pengadilan Agama Jombang dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada SOP yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan
analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Jombang Nomor W13-A13/35/HK.05/SK/I/2018 Tanggal 03 Januari
2018 sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Permenpan — Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (SOP
AP) dan tanggal 19 Juni 2012 yang dipertegas dengan Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, maka dalam rangka
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memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Tahun 2018
Pengadilan Agama Jombang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada SOP yang telah disusun.

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam hal peningkatan dan pengembangan kinerja pegawai,
diperlukannya suatu standarisasi kinerja sebagai pedoman yang dapat
dijadikan tolak ukur bagi pegawai untuk mencapai kinerja secara maksimal
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, SKP (Sasaran Kerja Pegawai) adalah Sasaran Kerja
Pegawai yang ada dalam salah satu unsur didalam Penilaian Prestasi Kerja
PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011,
Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 dan
dipertegas Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2013,
sangatlah diperlukan untuk menentukan Penilaian Kinerja yang dalam hal dini

dilakukan oleh atasan maupun bawahan.

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

memberikan kewajiban kepada tiap-tiap lembaga negara yang menyelenggarakan
pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik. Mahkamah Agung
sangat menyadari kebutuhan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang
berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima. Maka untuk menjalankan
dan memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan standar
pelayanan publik dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada 9 Februari 2012
dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-
A/3712/0T.01.3/SK/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang mendasari kebijakan ini
akan menjadi acuan SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) dan reformasi
birokrasi oleh pengadilan-pengadilan di tingkat pertama dan banding dalam
menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik.
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa pengadilan
sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dimana berorientasi
terhadap perwujutan efektifitas dan efesien dalam pelayanan sesuai SOP dan
standar yang diakui secara internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Pengadilan Agama Jombang mewujudkan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008 yang membuat prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek
standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari

suatu proses berperkara dan produk pengadilan terhadap kebutuhan atau



persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut
ditentukan atau dispesifikasikan oleh para pihak berperkara dan aturan dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Nomor
2971/DJA/OT.01.3/07/2017 dan di tindaklanjuti dari Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3712/0T.01.3/ SK/12/2017,
Peradilan Agama Jombang pada Tahun 2018 telah melakukan Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu menuju ISO 9001:2008 dengan hasil
TERAKREDITASI “A” (Excellent) terhitung tanggal 22 Juni 2018 sampai
dengan 22 Juni 2021.

Secara umum, kebijakan Ketua Mahkamah Agung mengatur agar tiap
pengadilan menyediakan pelayanan yang meliputi : pelayanan administrasi
persidangan, pelayanan bantuan  hukum, pelayanan pengaduan dan
pelayanan permohonan informasi. Sedangankan pelaksanaan SAPM terwujud
dalam administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan dan administrasi
kepaniteraan.

Pelayanan prima dalam bentuk one stop service dilaksanakan di
Institusi Peradilan dalam rangka SAPM di kemas dalam sistem Pola Bindalmin
melalui meja-meja yang lebih tertata, sistemik, sederhana, tuntas dan
transparan, sehingga betul-betul mendukung azas peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat memberi
kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang sekaligus
bertujuan secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan
efektifitas kerja dalam memberikan pelayanan prima di Pengadilan Agama
Jombang.

Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pelayanan bantuan hukum berdasarkan peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, yang dibentuk oleh dan ada pada
setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan
Peradilan Tata Usaha Negara. Realisasi Posbakum Tahun 2018 dapat di

rincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

7.155.000 -

i 11.662.200 176
Agustus 11.118.800 139
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12.365.400 146

9.488.600 162
12.557.200 135
21.877.800 102
86.225.000 860

Tabel 2.1 Realisasi Posbakum Tahun 2018

Secara grafik realisasi Posbakum di Pengadilan Agama Jombang

Tahun 2018 dapat di gambarkan sebagai berikut :

POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)

2500 2187
2000
1500 1166 1236 1255
1111 948
1000 715
500 l 6 9 6 k 5 2
0
Q \J < < < <
5\}0 5& \)é@% @ \602» 6“00 6\0‘3
&) Q0 & < Q<
= Q @) N &
o < Q

® Realisasi (dalam Rp.,-) ®Jam layanan

Grafik 2.1. Realisasi Posbakum Tahun 2018

Penyelesaian pos pelayanan hukum di Pengadilan Agama Jombang
menggunakan anggaran DIPA 04 tahun 2018 Nomor DIPA
005.04.2.401272/2018 tanggal 05 Desember 2017 menyediakan sebesar Rp.
84.000.000,- dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebanyak 840 Jam
Layanan (JL).

Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Salah satu bentuk pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
adalah pelaksanaan sidang keliling sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Jombang Nomor W13-13/1487/Hk.00.5/SK/IV/2018 tanggal 13 April
untuk wilayah Ploso dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jombang
Nomor W13-13/1488/Hk.00.5/SK/IV/2018 tanggal 13 April untuk wilayah
Bareng. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar

gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami
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hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi
dan biaya.

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Jombang mendapat anggaran
Rp. 30.000.000,- selama 1 Tahun dalam DIPA 04. Realisasi anggaran

pelaksanaan sidang keliling adalah sebagai berikut :

600.000 0 0
1.200.000 0 0
16.800.000 8 52
11.400.000 0 0
30.000.000 8 52
Tabel 2.2 Realisasi Sidang Keliling Tahun 2018
SIDANG KELILING
1800 1680
1600
1400 1140
1200
1000
800
600
400
200 800 o 2 o 52 0
. e W
mei juni juli agustus

B Realisasi (dalam Rp.,-) ®jumlah kegiatan ® jumlah perkara

Grafik 2.2. Realisasi Sidang Keliling Tahun 2018

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pelakasanaan bantuan hukum diatur melalui Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan dengan memberikan bantuan hukum
meliputi atas :
1. Layanan pembebasan biaya perkara;

2. Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan; dan
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3. Penyedian Posbakum Pengadilan;

Penyelesaian perkara Prodeo merupakan bantuan dari Negara untuk
masyarakat miskin yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan Agama
Jombang. Untuk bantuan perkara prodeo ini, DIPA 04 menyediakan anggaran
sebesar Rp. 7.500.000,- dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp. 7.442.000,-. Dari dana yang telah dialokasikan tersebut, masih ada sisa

anggaran sebesar Rp. 60.000,- kegiatan Prodeo direalisasikan sebagai berikut :

\Januai | 0221/Pdt.G/2018/PA.Jbg 286.000
[Februari | 0354/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
. 0537/Pdt.GI2018/PA.Jbg 281.000
. 0539/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
Maret | 0709/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
. 0808/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
Aprl | 0809/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
| 0154/Pdt.G/2018/PA.Jbg 206.000
‘Mei | 1079/Pdt.G/2018/PAJbg 281.000
Ui 1311/PdtP/2018/PA.Jbg 281.000
| 1490/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
[Agustus | 0236/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
. 1724/Pdt.GI2018/PAIbY 281.000
[Okiober | 1729/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
. 1792/Pdt.G/2018/PAJbg 281.000
. 0300/Pdt.G/2018/PA.Jbg 206.000
| 2256/Pdt.GI2018/PA.Jbg 281.000
I 2260/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
. 2259/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
L 2319/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
. 2321/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
| 2339/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
'Nopember | 2327/Pdt.G/2018/PA.Jbg 281.000
| 2418/Pdt.GI2018/PAIDY 281.000
| 2423/Pdt.G/2018/PADY 281.000
T 2475/Pdt.GI2018/PAIBY 281.000
| 2616/Pdt.G/2018/PAIbY 281.000
JUMLAH 7.442.000
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Tabel 2.3 Realisasi Prodeo Tahun 2018
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BAB 1l

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi 1ISO 9001:2008 dan SAPM di
lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu ditingkatan kemampuan
dan profesionalisme supaya aparatur Hakim dan pegawai Pengadilan Agama
Jombang mampu bertahan dan berkembang. Sebagai satu-satunya lembaga
yudikatif di Indonesia Mahkamah Agung terus memperbaiki citra diri baik secara
lembaga, Hakim dan Pegawai menuju lembaga yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi
Dan Nepotisme) dengan dikeluarkannya pada tahun ini Maklumat dari Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang
Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan di bawahnya.

Pembinaan Ketua Mahkamah Agung tersebut kepada seluruh aparat
Peradilan untuk meningkatkan profesionalisme dalam administrasi perkara dalam
bekerja dituangkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang terwujudkan dalam SIPP (Sistem
Informasi Penelusuran Perkara) dan e-Court Mahkamah Agung Rl yang digunakan
untuk pendaftaran online.

Berdasarkan profil Sumber Daya Menusia yang ada di Pengadilan Agama
Jombang maka sangatlah jauh dari ideal, oleh karena itu maka untuk mencapai

jumlah Pegawai yang ideal dibutuhkan :

d) Penambahan Juru Sita Pengganti 6 Orang;
“ e) Penambahan Staf Kepaniteraan 8 Orang;

f) Penambahan Staf Kesekretariatan 34 Orang;

a) Penambahan hakim 7 Orang;
b) Penambahan Panitera Pengganti 16 Orang;

c) Penambahan Juru Sita 3 orang;

1. Mutasi
4+ Mutasi Keluar
Mutasi Hakim dan Pegawai yang keluar dari Pengadilan Agama

Jombang selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :
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Dra. Hj. Faidhiyatul Indah  Pengadilan = Agama 08-03-2018

Lamongan

Drs. Faiq Pengadilan Agama 06-07-2018
Sampang

Kholid Darmawan, S.H. Pengadilan Agama 26-10-2018
Tuban

Tabel 3.1. Mutasi Keluar Hakim dan Pegawai

=+ Mutasi Masuk
Mutasi Hakim dan Pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama
Jombang selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Drs. H. Chafidz Syafiuddin, Pengadilan Agama 01-11-2018
M.H. Pasuruan
Drs. H. Masykuri H.M.,M.HI  Pengadilan Agama 28-12-2018
Bojonegoro
. Nurul Kumtianawati,S.H. Pengadilan Agama 28-12-2018
Nganjuk

Tabel 3.2. Mutasi Masuk Hakim dan Pegawai

2. Promosi
Selama tahun 2018 ada 6 orang pegawai yang promosi menduduki

Jabatan Fungsional, yaitu :

‘Jabatan
- Ryana Marwanti, Panitera Panitera muda 05— 04 -2018
S.H.,M.H. Pengganti Gugatan
- Iffah Lathifah, S.E.  Staf Jurusita 06 - 06 - 2018
pengganti
- Ahmad Jurusita Jurusita 02 - 07 - 2018
Pengganti Pengganti
. Drs. Fa'iq Wakil  Panitera Panitera PA. 06 —07 —2018
PA Jombang Sampang kelas
kelas 1B 1B
Kholid Darmawan, Panitera PA Panitera PA 26-10-2018
S.H. Jombang kelas Tuban kelas IA
IB
- Abdul Hafid, S.H. Panitera Panitera Muda 28 —12-2018
Pengganti Permohonan

Tabel 3.3. Promosi Pejabat Fungsional
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3. Pensiun/Purna Tugas
Selama tahun 2018 ini terdapat 2 orang pegawai yang purna tugas dan

yang telah turun Surat Keputusannya (SK), Yaitu :

1 Abd. Manan Effendi, S.H 01-09- 2018 35 Tahun 6 Bulan
Ach. Laiq Wiyanto 01-10-2018 25 Tahun 4 Bulan

Tabel 3.4. Daftar Hakim Dan Pegawai Yang Pensiun

4. Diklat

Pengembangan aparatur hakim dan Pegawai bertujuan untuk dapat
memperbaiki kinerja Hakim dan Pegawai yang bekerja sesuai motto Pengadilan
Agama Jombang PUAS (Profesional Unggul Akuntabel Sukses). Selain itu
tujuan diselenggarakan pengembangan aparatur diarahkan untuk membekali,
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guna meningkatkan
kemampuan produktivitas dan kepecayaan masyarakat ke lembaga Mahkamah
Agung Umumnya dan Pengadilan Agam Jombang khususnya. Pengembangan
dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan dan pendidikan selama tahun 2018
adalah sebagai berikut :

Drs. H. Warnita Anwar, Workshop Pemaknaan 19 s.d 23 Maret 2018

M.HES KEPPH

H.M. Pelatihan Penyetaraan 11 s/d 14 Nopember

Arufin,S.H.,M.Hum Sertifikasi ekonomi 2018
Syariah

Tabel 3.5. Daftar Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat

Pada Tahun 2018 juga telah diusulkan pegawai atas nama Hj. Lisyana
Hamidah,S.H. untuk mengikuti Diklat Bendahara Penerimaan dalam rangka
membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural
eselon IV yang akan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di

instansinya masing-masing.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman, Pengadilan Agama Jombang
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mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi
syari'ah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009. Keadaan perkara Pengadilan Jombang Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang putus di Pengadilan Agama Jombang

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

_ Penanganan

No. Bulan Sisa Diterima  Jumlah Diputus  Sisa Perkara %
Bulan 2018
Lalu

1 Januari 428 426 854 246 608 Januari

2 Pebruari 608 309 917 264 653 Pebruari

3  Maret 653 272 925 316 609 Maret

4  April 609 271 880 255 625 April

5 Mei 625 227 852 296 556 Mei

6  Juni 556 114 670 162 508 Juni

7 Juli 508 396 904 277 627  Juli

8  Agustus 627 269 896 296 600 Agustus

9  September 600 293 893 307 586 September

10  Oktober 586 357 943 317 626 Oktober

11 Nopember 626 316 942 359 583 Nopember

12  Desember 583 180 763 262 501 Desember
Jumlah

Tabel 3.6. Keadaan Perkara Diterima Dan Diputus

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu di Pengadilan Agama
Jombang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1 Pengadilan Agama 2730 Kurang Dari 6 Bulan
Jombang

Tabel 3.7. Keadaan Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
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3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan
PK (Peninjauan Kembali)
Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi
dan PK (Peninjauan Kembali) di Pengadilan Agama Jombang tahun 2018
adalah sebagai berikut :

<+ Banding
~ PerkaraYangBanding  Sisa
No. Tahun Diterima Diputus Lain-lain Sisa belum (%)
PA PTA (cabut) / TMS Diputus PTA
1 2017 19 14 1 5
2 2018 13 13 1 3
Tabel 3.8. Keadaan Perkara Yang Mengajukan Banding
<+ Kasasi
© redamYamgKassi Sis
N Tahun  Ritar - o o . (%)
o. [Tahu Diterima  Diputus Lain-lain Sisa belum
PA MA (cabut) / TMS Diputus MA
1 2017 6 3 0 4
2 2018 11 5 3 7

Tabel 3.9. Keadaan Perkara Yang Mengajukan Kasasi

<+ PK (Peninjauan Kembali)

No. Tahun Diterima Diputus Lain-lain Sisa belum (%)
PA MA (cabut) / TMS Diputus MA
1 2017 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0

Tabel 3.10. Keadaan Perkara Yang Mengajukan PK (Peninjauan Kembali)
4. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali)

1 2017 3110
2 2018 2998
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3.11. Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali)

5. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi
Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi Di Pengadilan

Agama Jombang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jumlah Perkara Jumlah _ Masih
No. Tahun Yang Tidak Perkara dalam Sisa

Bisa Dimediasi Yang Bisa Gagal Berhasil Tidak Proses (%)
Dimediasi Berhasil Mediasi
1 2017 2085 420 9 4 340 0 67T
2 2018 2495 516 0 8 458 41 9 ‘

Tabel 3.12. Keadaan Perkara Yang Melakukan Mediasi
6. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi
Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi di Pengadilan

Agama Jombang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1 Pengadilan Agama 0 Tidak Ada
Jombang

Tabel 3.13. Keadaan Perkara Yang Diputus Melalui Diversi

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap kantor
Pengadilan Agama Jombang adalah mengenai sarana dan prasarana. Sarana Di
Pengadilan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses berperkara dan fasilitas
Hakim serta Pegawai. Pengelolaan sarana dan prasarana yang di tunjang oleh

anggaran keuangan DIPA 01 meliputi :

1. Kendaraan Dinas di Tahun 2018
Keadaan kendaraan dinas di Pengadilan Agama Jombang tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Laptah PA. Jombang Tahun 2018 /13



I e
Jenis Kendaraan Roda 4
1 Minibus 2008 Vv Drs. H. Ahmad Ketua
Inova Husni Tamrin,
M.H.
2 Minibus 2015 \Y Drs. H. Chafidz Panitera
Ertiga Syafiuddin, S.H.,
M.H.
I Jenis Kendaraan Roda 2
1 Honda Type 2008 \Y Fanroyen Ali Sekretaris
NF 125 TD Hamka, S.H., M.H.
2 Honda Type 2008 Vv Firman Isdiantara Kasub. IT
NF 125 TD Gani, S.H.
3 Honda Type 2008 V Ryana Marwanti, Panmud.
NF 125 TD S.H. Gugatan
4 Honda Type 2008 \Y Abdul Hafid, S.H. Panmud.
NF 125 TD Permohonan
5 Honda Type 2005 \Y Ermas Firdaus, Kasub. Umum
NF 125 TD S.T. Dan Keuangan
6 Garuda Type 2001 Vv Ermas Firdaus, Kasub. Umum
Surya X-125 S.T. Dan Keuangan

2.

3.

Tabel 3.14. Keadaan Kendaraan Dinas

Ket: RR =Rusak Ringan
RB = Rusak Berat

Bangunan Rumah Dinas dan Kantor di Tahun 2018
Keadaan Rumah dinas di Pengadilan Agama Jombang tahun 2018

adalah sebagai berikut :

PNo Uraian Jumlah I Kondisi Ket.
HiBaik M IRRIEENRB I
|  Bangunan Rumah Dinas
1 Rumah Dinas 2 \
I Bangunan Kantor Pemerintah
1 Bangunan Kantor 1 V

Tabel 3.15. Keadaan Bangunan Rumah Dinas Dan Kantor
Ket: RR =Rusak Ringan
RB = Rusak Berat

Belanja Modal di Tahun 2018
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Perolehan belanja modal di Pengadilan Agama Jombang tahun 2018

adalah sebagai berikut :

| Peralatan Dan Mesin

1 AC Split 2 Pk 5 Unit

2 AC Standing 5 Pk 2 Unit
I Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

1 Router 2 Unit

2 Rak Server 1 Unit

3 Laptop 5 Unit
Il Meubelair

1 Kursi Hakim 8 Unit

2 Kursi Kantor 5 Unit

Tabel 3.16. Realisasi Belanja Modal

4. Matrik Sarana Prasarana Seluruh Ruangan di Tahun 2018
Matrik sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Jombang tahun 2018

adalah sebagai berikut :

| Ruangan di Lantai 1

1 Ruang Sidang 1 1 Baik
2  Ruang Sidang 2 1 Baik
3  Ruang Sekretaris 1 Baik
4  Ruang Server 1 Baik
5  Ruang Kesekretariatan 1 Baik
6  Ruang Kepaniteraan 1 Baik
7 | Ruang Pendaftaran / Pelayanan 1 Baik
8  Ruang Mediasi 1 Baik
9  Ruang Tunggu Sidang 1 Baik
10 Ruang Arsip 1 1 Baik
11 | Ruang Arsip 2 1 Baik
12 Ruang Menyusui 1 Baik
13 Ruang Bermain Anak 1 Baik
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15

Ruang Masijid 1

Pos Bantuan Hukum 1

Il Ruangan di Lantai 2

1

o o0 A WN

Ruang Ketua 1
Ruang Wakil Ketua 1
Ruang Hakim 1
Ruang Panitera 1
Ruang Humas 1
Perpustakaan 1

Il Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran

1

© 00 N O 0 A W N

A A A A A A Ao
N o o~ W N -~ O

Komputer / PC. Unit 37
Laptop 6
Infokus / LCD Proyektor 1
Telephone PABX 1
Pesawat Telephone 8
A.C. Split 16
Facsimile 2
Printer 22
Server 2
Mesin Fotocopy Elektronic 1
Mesin Absensi 2
Televisi 4
Wireless 24
Uninterruptible Power Supply (UPS) 4
Note Book 1
Router 1
Sound System 1

Tabel 3.17. Matrik Sarana Dan Prasarana

Baik
Baik

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Rusak Ringan
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS
DAN NON TEKNIS)



Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan
usulan dalan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun
anggaran 2018 yang disusulkan pada tahun 2018 untuk Pengadilan Agama
Jombang Mendapat 2 Anggaran yaitu :

» DIPA 01 Nomor : 005.01.2.401271/2017, Tanggal 06 Desember 2017;
» DIPA 04 Nomor : 005.04.2.401272/2017, Tanggal 06 Desember 2017;
Rekapitulasi laporan keuangan DIPA 01 tahun 2017 Pengadilan Agama
Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Realisasi Anggaran Teknis (DIPA 04)
Realisasi anggaran teknis Pengadilan Agama Jombang Tahun 2018
adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA 123.900.000 100%
Realisasi 123.667.000 99,8%
Sisa 233.000

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran DIPA 04

DIPA 04
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
A
0
Pagu Realisasi Sisa

Grafik 3.1. Realisasi Anggaran DIPA 04

2. Realisasi Anggaran Non Teknis (DIPA 01)
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Realisasi anggaran non teknis Pengadilan Agama Jombang Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA 3.558.045.000 100% 1.005.357.000 100% 179.500.000 100%
Realisasi 3.549.086.299  99,7% 1.005.168.150 99,9% 179.320.000 99,8%
Sisa 8.958.701 188.850 180.000

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran DIPA 01

DIPA 01
3.558.045.000,0 3.549.169.835,0
4.000.000.000,00 0 0
3.500.000.000,00
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00

2.000.000.000,00

1.500.000.000,00

1.000.000.000,00
500.000.000,00 17

.168.150,0

1.005.397.000,0 0

188.850,00
0.00008-5 165,00 180.000,00
e

Pagu Realisasi Sisa

Belanja pegawai mBelanja Barang  mBelanja Modal

Grafik 3.2. Realisasi Anggaran DIPA 01

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP
1. Teknologi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Pada tahun 2017 Surat Sekretaris MA RI Nomor
783/SEK/HM.02.3/08/2017 Tanggal 9 Agustus 2017 perihal tentang
Implementasi Aplikasi SIPP versi 3.2.0. Surat tersebut ditindaklanjuti
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Implementasi aplikasi Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di semua wilayah satuan kerjanya.

Proses penyelesaian administrasi perkara di lingkuangan peradilan
Agama yang sebelumnya menggunakan Aplikasi SIADPA PLUS maka dengan
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adanya Aplikasi SIPP versi terbaru 3.2.0 ini diharapkan bisa lebih membantu
untuk menyelesaikan administrasi perkara dilingkungan peradilan. Pada akhir
tahun 2018 Pengadilan Agama Jombang dapat menyelesaikan perkara
sebanyak 3.357 perkara. Dan dapat dipublikasikan di website SIPP Mahkamah
Agung RI dengan perolehan prosentase penyelesaian perkara Pengadilan
Agama Jombang sebanyak 87,01 %.

2. Publikasi Perkara (One Day One Publish)

Adanya progam “One Day Publish” yang diluncukan Mahkamah Agung
dan diikuti Pengadilan agama Jombang untuk mempublikasikan informasi
perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus yang
selanjutnya Mahkamah Agung juga akan memublikasikan putusan pada hari
yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Dalam pelaksanaan progam “One Day Publish” terdapat prosedur kerja
setelah selesai sidang askor/asisten tualis menerbitkan rol selanjutnya
disampaikan kepada operator untuk dipublikasikan dalam website. Rol
disampaikan juga kepada pusat data kepaniteraan yang didalamnya terdapat
tim monitoring. Tim monitoring selanjutnya memantau di website apakah
ammarnya sudah di publish atau belum.

Kebijakan Ketua MA yang tertuang dalam SK KMA
No.138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu penanganan
perkara, termasuk batasan waktu publikasi informasi perkara. Maka, kampanye
progam “One Day Publish” seakan menguatkan kembali komitmen MA untuk
terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi tuntutan publik terhadap

informasi perkara mengenai kecepatan dan ketepatan informasi.

F. REGULASI TAHUN 2018

Regulasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jombang pada tahun
2018 dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi bidang:
1. Manajemen Perubahan
Pengadilan Agama Jombang melakukan inovasi dalam melayani
masyarakat pencari keadilan diantaranya :
< Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) dimana semua kebutuhan
masyarakat pencari keadilan dapat diselesaikan dalam satu pintu, dan
disediakan counter Bank untuk pembayaran biaya perkara, hal ini
dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan sehingga

terpenuhi azas proses cepat dan biaya ringan;

= Antrian sidang menggunakan barcode yang terintegrasi dengan SIPP;
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Progam “One Day Publish” untuk semua produk hukum di Pengadilan

Agama Jombang;

Program e-Court pendaftaran perkara secara online untuk Mendapatkan
Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online
dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Perundang - Undangan

Pengadilan Agama Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya mengacu kepada Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan teknis terkait
lainya, atau dokumen lain yang berasal dari luar Pengadilan Agama yang
digunakan sebagai referensi dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Jombang yang dimaksud diatas diantaranya:

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim,
Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

PERMA RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan
Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-
A/3712/0T.01.3/SK/12/2017 tentang SAPM (Sistem Akreditasi Penjaminan
Mutu);
Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Agama Jombang telah menyiapkan Penataan dan penguatan
Organisasi, berdasarkan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
kedua atas peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
Penataan Tata Laksana

Pengadilan Agama Jombang bertekad untuk menjadi Lembaga Peradilan
yang terpercaya dengan cara melakukan penataan tata laksana yang kredibel,
transparan dan akuntabel dalam semua bagian. Disamping itu setiap Aparatur
Peradilan diharuskan membuat Sasaran Kinerja Pegawai sebagai kontrak
kinerja pegawai dengan atasan langsungnya dan sebagai penilaian kinerja

tahunan masing-masing pegawai.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia



Sesuai Visi dan Misi Pengadilan agama Jombang untuk mewujudkan
Pengadilan Jombang yang agung, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur Peradilan yang berintegritas, bermoral tinggi dan profesional.

Untuk mendukung komitmen tersebut Pengadilan Agama Jombang telah
menetapkan kebijakan dimana seluruh aparatur Pengadilan Agama Jombang

harus senantiasa :

Meningkatkan kompentensi dalam memberikan pelayanan;

Mengembangkan proses pelayanan dan informasi yang berbasis teknologi;

Melakukan inovasi dalam kecepatan dan ketepatan penanganaan perkara.
Untuk mencapai tujuan tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Jombang

menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Seluruh pegawai pengadilan Agama Jombang diharuskan mematuhi
ketentuan disiplin jam kerja dan dengan tertib mengisi daftar hadir dan

daftar pulang baik secara manual ataupun melalui finger print;

Seluruh Pegawai pengadilan Agama Jombang diharuskan mengikuti :

» Upacara Peringatan Hari Besar Nasional,

» Diadakan Rapat setiap bulanan untuk Koordinasi dan Evaluasi serta
pembinaan Pengawasan Melekat;

» Untuk meningkatkan kinerja Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
diadakan rapat koordinasi / rapat evaluasi berkala kinerja para pejabat
struktural baik sekrtariatan maupun kepaniteraan;

» Setiap 6 bulan sekali dilaksanakan pengawasan rutin yang dilakukan
oleh hakim pengawas bidang;

» Setiap hari Jum’at Minggu ke | dan Minggu Il pukul 07.00-08.00 WIB
diadakan Senam Pagi bersama;

» Setiap hari Jum’at Minggu ke IV pukul 07.00-08.00 WIB diadakan
Khataman Quran bersama;

6. Penguatan Akuntabilitas

Sebagai pertanggungjawaban kerja institusi Pengadilan Agama Jombang
terhadap pelayanan publik maka Pengadilan Agama Jombang menetapkan
Indikator Kinerja Utama yang dijadikan sebagai roh dalam membuat rencana
Strategis Pengadilan Agama Jombang.

Penguatan akuntabilitas dalam administrasi kesekretariatan dan
kepaniteraan ditunjukkan dengan laporan setiap bulan, triwulan, semester dan
tahunan yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja
Pengadilan Agama Jombang sebagai lembaga sektor publik adalah sebagai
berikut :

4+ Neraca keuangan dalam aplikasi SAKPA dan Neraca barang dalam

SIMAK BMN;
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Rincian laporan keuangan dalam CALK dan barang dalam CRBMN;

Laporan realisasi anggaran keuangan kesekretariatan;
Laporan PNBP DIPA 01 dan DIPA 04 yang dilakukan secara rutin;

Laporan keuangan perkara yang terintegrasi dengan SIPP versi 3.2.0 dan
SIADPA PLUS;

4+ Laporan semua keadaan perkara dan data dukungnya;

-|F‘-

7. Penguatan Pengawasan

Terkait dengan Penguatan pengawasan Pengadilan Agama Jombang
melakukan pengawasan guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Jombang yang
berdampak semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi
peradilan.

Ketua Pengadilan menerbitkan SK tentang penunjukan Hakim pengawas
bidang Nomor W13-A13/1409/PS.01/SK/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang
bertugas melakukan pengawasan secara langsung dan berkala serta terhadap
semua proses Yyaitu Teknis yudisial, adminstrasi peradilan, layanan satu pintu,
layanan informasi, layanan pengaduan, pelayanan keuangan, pengelolaan
SDM dan pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jombang

memberikan perhatian yang sangat besar, hal ini dibuktikan dengan :

Pelayanan perkara Satu Pintu (One Stop Service), dimana pelayanan
tersebut dapat mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan
perkara;

Antrian sidang menggunakan barcode yang terintegrasi dengan SIPP;
Progam “One Day Publish” untuk semua produk hukum di Pengadilan

Agama Jombang;

=

Program e-Court pendaftaran perkara secara online;



BAB A%
PENGAWASAN

Pengawasan dan pembinaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen
untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan
itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek
yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan.

Seiring perkembangan teknologi sudah semakin mudah
pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pada
pengawasan eksternal telah adanya SIWAS (Sistem
Pengawasan) yang bias diakses secara online, sehingga

semakin bisa mewujudkan salah satu visi dan misi Pengadilan

sebagai institusi yang transparan dalam proses perkara dan

administrasi manajemen perkantoran.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Agama Jombang
berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : W13-
A13/1409/PS.01/SK/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 meliputi Pengawasan melekat,
pengawasan fungsional, pengawasan rutin dan penanganan pengaduan.
pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian
yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif
dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Petunjuk PERMA RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin
Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
dengan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan
Pengawasan Melekat di Pengadilan Agama Jombang, yaitu adanya absensi
online SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) yang data absensi Hakim dan
Pegawai langsung terbaca di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Ketua Pengadilan Agama Jombang telah membentuk Hakim
Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk

mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing—-masing



berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor

W13-A13/1409/PS.01/SK/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penunjukan

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jombang, yakni :

a. Drs. CHALID. L., M.H., sebagai Hakim mempunyai tugas sebagai
Koordinator Pengawasan;

b. H.M. ARUFIN, S.H., M.Hum., sebagai hakim mempunyai tugas sebagai
pengawasa bidang Kinerja Pelayanan Publik (Umum);

c. Drs. WARNITA ANWAR, M.HES, sebagai hakim mempunyai tugas
sebagai pengawas bidang Managemen Peradilan;

d. Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H., sebagai hakim mempunyai tugas sebagai
pengawas bidang Administrasi Perkara;

e. Dra. Hj. YULIANNOR sebagai hakim mempunyai tugas sebagai pengawas
bidang Administrasi Persidangan;

f.  Drs. H. Ah. THOHA, S.H., M. H. sebagai hakim mempunyai tugas sebagai
pengawas bidang Administrasi Umum;

2. Pengawasan Fungsional

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Jombang dalam
melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas (BAWAS)
Mahkamah Agung pada tanggal 09 September 2018 mengenai
Administrasi dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (PTA
Jawa Timur) tanggal 14 Desember 2018 mengenai keuangan dan PNBP
(Penerimaan Negara Bukan Pajak).

3. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Jombang dalam melaksanakan pengawasan rutin
terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua
Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim
Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas
Mahkamah Agung RI. Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama
Jombang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, layanan
pesan singkat (SMS), atau email dengan tujuan untuk perbaikan pelayananan
maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas sebagai upaya
meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint
sehingga baik kedatangan maupun pulangnya pegawai bisa dilihat dari hasil
cetak (print-out) setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor
071/KMA/SK/V/2008, SK Sekretaris MARI Nomor 35/SK/IX/2008 dan PERMA
RI Nomor 7 Tahun 2016.



4. Pengaduan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Jombang membuka meja
pengaduan sesuai dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
Januari 2011 dan PERMA RI No. 9 tentang penanganan pengaduan
(Whistleblowing System). Oleh karena keterbatasan sarana dan sumber daya
manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan meja
informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama. Selain meja pengaduan
tersebut, untuk mengakses setiap keluhan masyarakat terhadap pelayanan di
Pengadilan Agama Jombang telah disediakan pengaduan berupa (1) Telepon

Nomor (0321) 851337, (2) email ke pa_jombang@gmail.com.

B. EVALUASI

Bahwa Pengadilan Agama Jombang selalu melakukan yang lebih baik
sehingga evaluasi terhadap fungsi Pengadilan terus dilakukan demi kelancaran
tugas Pengadilan secara umum dengan dukungan beberapa faktor yaitu faktor
manajerial yang efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber daya yang
memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Jombang ada dua
bidang yaitu bidang Kepaniteraan yaitu Administrasi Peradilan kemudian bidang
Kesekretariatan yaitu Administrasi Umum, dua hal tersebut mempunyai fungsi
yang berbeda, dalam dua bidang tersebut diatas perlu kami sampaikan yang terkait
dengan evaluasinya sebagai berikut :

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan)
Bidang Administrasi Peradilan yang terkait dengan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan, yaitu :

a. Bahwa evaluasi bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) langkah
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang yaitu  diadakannya
pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan mengadakan rapat-
rapat seperti rapat dengan para hakim, rapat dengan para Panitera
Pengganti, rapat dengan Jurusita / Juru Sita Pengganti satu rapat dengan
petugas Kepaniteraan;

b. Diadakan rapat koordinasi dengan seluruh karyawan / karyawati minimal 1
(satu) kali dalam sebulan;

Monitoring data perkara dalam SIADPA PLUS dan SIPP 3.2.0 -5;
Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
e. Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl yang

dilaksanakan pada setiap tahunnya;



2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)

Bidang Administrasi Umum yang terkait membantu dan mendukung

terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, yaitu :

a.

Bahwa evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) langkah-
langkah yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para
Kasubbag, Petugas SIKEP dan SIMPEG Kepegawaian, Petugas
Operator Persediaan, SIMAK - BMN dan Operator SAKPA dari
Keuangan, perencanaan RKA-KL di setiap tahunnya serta rapat- rapat
dengan Petugas Kebersihan dan Satpam vyang dilaksanakan sesuai
dengan keadaan;

Laporan PNBP untuk DIPA 01 sedangkan untuk DIPA 04 secara rutin
dilakukan setiah hari;

Rapat koordinasi rutin dengan karyawan/karyawati Pengadilan = Agama
Jombang minimal 1 (Satu) bulan sekali;

Pengawasan dan Pembinaan dari Hakim Pengawas bidang dari
Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahunnya;
Evaluasi program kerja pada setiap tahunnya;

Dari beberapa hal tersebut diatas dibahas berbagai permasalahan dan

setelah diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat, maka Pengadilan

Agama Jombang mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan

untuk selanjutnya melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga segala

sesuatunya yang mendukung tugas dan fungsi peradilan agama kedepannya

dapat berjalan lancar.



Bas v
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan laporan tahunan dalam administrasi kepaniteraan dar

administrasi kesekretariatan Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

a)

b)

Penyelesaian perkara tahun 2018 pada tingkat pertama telah memenuhi target
dan berhasil dengan baik, sisa dari tahun 2017 sebanyak 3.129 perkara,
ditambah yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 3.430 perkara, telah
berhasil diselesaikan sebanyak 3.357 perkara (97,87%), sisanya sebanyak
501 perkara (2,13 %);
Pelaksanaan administrasi perkara menggunakan SIPP versi terbaru 3.2.0 -
5untuk sistem Online dan SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama)
untuk sistem penyimpanan data digital secara internal;
Pelaksanaan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara
Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online,
Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran
elektronik.

o e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

e e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

e e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan dengan aplikasi
SIWAS (Sistem Pengawasan) baik dalam bidang administrasi dan teknis
yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum, SIAP
Absensi Online dan pelaksanaan HAWASBID (Hakim Pengawas Bidang)
secara reguler telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif;
Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIMPEG dan
SIKEP. Bagian umum dan keuangan memakai aplikasi keuangan : SAIBA,
SAS, SIMARI, SIMAK-BMN, PERSEDIAAN, K2PN dan SIMPONI. Bagian
perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan memakai aplikasi : RKBMN,
RKAKL, SIPP Versi 3.2.0 dan SIADPA PLUS untuk perkara;
Kekuatan Pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang
dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan;

Secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan Pengadilan Agama Jombang

tahun 2018 berhasil dengan baik.



B. SARAN

Pada akhir laporan tahunan Pengadilan Agama Jombang ini, kami

sampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara

d)

e)

Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah tidak
sebanding dengan jumlah Hakim;

Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis;

Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis
yustisial melalui penataran-penataran singkat, upgrading, dan pembekalan
seluruh pejabat fungsional dan struktural;

Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses
pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan, sehingga setiap
pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer;

Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat

manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.);

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen

a)

b)

Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai
yang menunjukkan kinerja yang tinggi.

Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis) atau
pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan
pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang
terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu adanya penambahan anggaraan melalui DIPA 2019 untuk
Penambahan Belanja Operasional Kantor dan Belanja Modal.

Perlu adanya penambahan anggaran melalui DIPA 04 2018 untuk
POSBAKUM (Pos Bantuang Hukum) sehingga bisa menambah jam

layanan dan membantu para pencari keadilan.
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RING KASAN

Laporan T AHUN 2018

RINGKASAN LAPORAN TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

NO. KETERANGAN ‘ JUMLAH / NILAI %
1 Kesesuaian Layout Sesuai / Tidak Sesuai
2 Laporan Pelayanan Meja Informasi

Permohonan Diterima 95

Permohonan Ditangani 95

Sisa 0
3 Laporan Pengaduan

Pengaduan Diterima 1

Ditangani 1

Sisa 0
4 Keadaan Perkara

Jml Sisa Akhir 2017 428

Jml Diterima 2018 3.430
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~ JumlahTotal Yang Ditangani = 388
_ JmlPerkaraPuts208 . 337
| Jumlah PerkaraMinutesi20t8 ;338
5 KeadaanKeuanganDIPA
S -1
 Pagu . 3568045000

]

S . ge5tes
 Pagu . 1006357000
I

-!
_  aPemelharaanGedung . 167643800

| c. Pemeliharaan Roda 4 5 89.061088
- e. Pemeliharaan Peralatan & mesin Lainya - 33.390.750 _

.~ BelamaModal(s3)
 Pagu i 179500000
 ssa i 180000

]

| a Pengadaan Kursi Hakim 5 29660000
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c. Pengadaan AC Standing 5 Pk : 45.452.000

_ ePengadaanRouer . 1450000
 glaptop . 62500000
_  BeamaBarang(62)
 Realisasi . 123667000
6 PenghapusanBMN
-l
-!
-l
-_!
8 TranferKelwarBMN
 NoSKBAST -
S N 10—

9 Transfer Masuk BMN
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Dai . DijendMahkamahAgung
-!
N : Rpf0586621

10 Perencanaan Anggaran TA. 2019 I
| Belanja Pegawai (51) ;| 3304304000

| BelanjaModal (53 H 12500000 |
| BelanjaBarang (52) | 118900000 |

12 DikiimKePTASurabaya(HC) .|
! [/ |

- SerfikatPenghargaanyangtelahdirah | | | |
| Jombang, 29 Desember 2018 I

sk
I e I
N e
/|

NIP. 197710232002121004
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A. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tahun 2018

[ No. | SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH KEGIATAN KETERANGAN

1. | Ketua 41
2. | Wakil Ketua 11
3. | Hakim 15
4. | Panitera 20 Mutasi dari Pengadilan Agama Pasuruan per 01 Nopember 2018
5. | Sekretaris 21
6. | Panitera Muda Gugatan 10 Dilantik Tanggal 05 April 2018
7. | Panitera Muda Permohonan 9 Dilantik Tanggal 29 Desember 2018
8. | Panitera Muda Hukum 10
9. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 44
10. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata 23
Laksana
11. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 15
12. | Panitera Pengganti 10 Mutasi dari Pengadilan Agama Nganjuk per 29 Desember 2018
13. | Jurusita Pengganti 7
14. | Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan 14
Pelaporan
15 | Staf Panitera Muda Gugatan 3




B. SOP (Standar Operasional Prosedur) Tahun 2018

UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN
I. | Teknis Pengadilan Tk.
Pertama
1. | Ketua 16 1. SOP Layanan sidang Diluar Gedung 1. SOP/AP/03
2. SOP Penetapan Majelis Hakim 2. SOP/AP/06
3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 3. SOP/AP/17
4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke | 4. SOP/AP/19

Pengadilan Agama Lain

5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan
Agama Lain

5. SOP/AP/20

6. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari
Pengadilan Agama Lain

7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke
Pengadilan Agama Lain

6. SOP/AP/22

7. SOP/AP/23

8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

8. SOP/AP/48

9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

9. SOP/AP/49

10. SOP/AP/50

11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil

11. SOP/AP/51




12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah
Uang

12. SOP/AP/52

13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan
Pengadilan Agama Dengan Lelang

13. SOP/AP/53

14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan
Agama Lain

14. SOP/AP/55

15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi

15. SOP/AP/56

16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal

16. SOP/AP/57

Wakil Ketua 1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama 1. SOP/AM/01
2. SOP Pengendalian Dokumen 2. SOP/AM/02
3. SOP Pengendalian Rekaman Arsip/ Catatan Mutu 3. SOP/AM/03
4. SOP Komunikasi 4. SOP/AM/04
5. SOP Self Asessment 5. SOP/AM/05
6. SOP Tinjauan Manajemen 6. SOP/AM/06
7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai 7. SOP/AM/07
8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat 8. SOP/AM/08
9. SOP Tindakan Perbaikan 9. SOP/AM/09

Hakim 1. SOP Penetapan Hari Sidang 1. SOP/AP/09
2. SOP Pelayanan Mediasi 2. SOP/AP/17
3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang 3. SOP/AP/16
4. SOP Pemeriksaan Setempat 4. SOP/AP/21
5. SOP Pelayanan lkrar Talak 5. SOP/AP/32
6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat | 6. SOP/AP/36
d

engan pemeriksaan sederhana




Panitera 16 1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 1. SOP/AP/07
2. SOP Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti 2. SOP/AP/08
3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke 3. SOP/AP/14
Pengadilan Agama Lain
4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah | 4. SOP/AP/24
Panjar
5. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak 5. SOP/AP/24
Menambah Panjar
6. SOP Pelayanan Pengembalian Sita Jaminan 6. SOP/AP/25
7. SOP Pelayanan Sita Buntut 7. SOP/AP/26
8. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar 8. SOP/AP/29
9. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada | 9. SOP/AP/30
Para Para Pihak
10. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan Yang Sudah | 10. SOP/AP/34
Berkekuatan hukum Tetap ke KUA
11. Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan 11. SOP/AP/35
12. SOP Pelayanan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum | 12. SOP/AP/38
Perkara Sederhana
13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan | 13. SOP/AP/54
Agama Lain
14. SOP Pengelolaan ATK Perkara 14. SOP/AP/64
15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara 15. SOP/AP/65
16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar 16. SOP/AP/66

Panitera Muda Hukum 9 1. SOP Layanan Informasi 1. SOP/AP/01

2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

2. SOP/AP/02




3. SOP Penerimaan Perkara 3. SOP/AP/04
4. SOP Pelayanan Sidang Terpadu 4. SOP/AP/05
5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah 5. SOP/AP/31
6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syari'ah Memenuhi Syarat | 6. SOP/AP/36
Dengan Pemeriksaan Sederhana
7. SOP Pengarsipan 7. SOP/AP/58
8. SOP Pelaporan 8. SOP/AP/59
9. SOP Pengaduan 9. SOP/AP/60
Panitera Muda Gugatan 18 1. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada | 1. SOP/AP/30

para Pihak

2. SOP Pelayanan lkrar Talak

2. SOP/AP/32

3. SOP SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

3. SOP/AP/33

4. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya
Hukum Perkara Sederhana dalam ekonomi Syariah yang
Memenuhi batas waktu CEK

4. SOP/AP/39

5. SOP Pelayanan Banding

5. SOP/AP/40

6. SOP SOP Pelayanan Kasasi

6. SOP/AP/41

7. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal
Dengan Alasan melebihi Batas Waktu

7. SOP/AP/42

8. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal
Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

8. SOP/AP/43

9. SOP pelayanan Peninjauan Kembali

9. SOP/AP/44

10.. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama

10. SOP/AP/45

11.. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding

11. SOP/AP/46

12. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

12. SOP/AP/47




13. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

13. SOP/AP/61

14. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali

14. SOP/AP/62

7 | Panitera Muda 5 1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 1. SOP/AP/32
Permohonan 2. Sop Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para 2. SOP/AP/36

Pihak
3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS' TNI' dan POLRI 3. SOP/AP/61
4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 4. SOP/AP/62
5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah 5. SOP/AP/683

8 | Panitera Pengganti 1 SOP Kegiatan Persiapan Persidangan 1. SOP/AP/16

9 | Jurusita/JSP 5 1. SOP Pemanggilan Para Pihak 1. SOP/AP/10
2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan Dari 2. SOP/AP/15
Pengadilan Agama Lain
3. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP/AP/17
4. SOP Pelayanan Sita Harta Besama Tanpa Perkara 4. SOP/AP/27
5. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan 5. SOP/AP/28

Il | Non Teknis

1. | Sekretaris 3 1. SOP Pendelegasian Wewenang 1. SOP/AS/14
2. SOP Pertanggung Jawaban Anggaran 2. SOP/AS/26
3. SOP Penyusunan SAKIP 3. SOP/AS/30

2. | Kepala Sub Bagian 14 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas | 1. SOP/AS/01

Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana

peran dan Tanggung Jawab

2. SOP Pengembangan Pegawai

2. SOP/AS/02

3. SOP ljin Belajar dan Tugas Belajar

3. SOP/AS/03

4. SOP Pengelolaan Pegawai

4. SOP/AS/04




5. SOP Pengelolaan Kartu KARPEG, KARSU, KARIS, dan BPJS

5. SOP/ AS/05

6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai

6. SOP/AS/06
7. SOP/AS/07

8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat

8. SOP/AS/08

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala
10. SOP Pengelolaan ljin Perkawinan Bagi Pegawai

9. SOP/AS/09
10. SOP As/10

11. SOP Pengelolaan ijin PerceraianBagi Pegawai

11. SOP/AS 11

12. SOP Pengelolaan pension Pegawai

12. Sop/AS/12

13. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai
14. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai

13. SOP/AS/13
14. SOP/AS/15

Kepala Sub Bagian 10 1. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara 1. SOP/AS/16

Umum dan Keuangan 2. SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP/AS/17
3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif 3. SOP/AS/18
4. SOP Penatausahaan Aset 4. SOP/AS/19
5. SOP Penatausahaan Persediaan 5. SOP/AS/20
6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan 6. SOP/AS/21
7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 7. SOP/AS/22
8. SOP Pencairan Anggaran 8. SOP/AS/24
9. SOP Pertanggung Jawaban Anggaran 9. SOP/AS/25
10. SOP Penyusunan laporan Keuangan 10. SOP/AS/27

Kepala Sub Bagian 5 1. SOP Pengelolaan Perpusatakaan 1. SOP/AS/23

Pelaporan Dan
Pengembangan IT

2. SOP Rencana Program dan Anggaran

2. SOP/AS/28

3. SOP Penyusunan SAKIP

3. SOP/AS/29

4. SOP Pengelolaan TI

4. SOP/AS/31




C. PNBP 401271 Dan 401272

PNBP 401271 PNBP 401272

401271 JUMLAH SETORAN 425239 JUMLAH PNBP
PAJAK 401272

Januari Rp - Rp 1.030.767 Rp 1.227.000 Rp 12.320.000 9.246.000 Rp 22.793.000
Februari Rp - Rp 3.355.337 Rp 936.000 Rp 9.190.000 Rp 8.129.000 Rp 18.255.000
Maret Rp - Rp 2.085.593 Rp. 819.000 Rp 8.320.000 Rp 5.607.000 Rp 14.746.000
April Rp - Rp 4.539.636 Rp 786.000 Rp 8.000.000 Rp 2.781.000 Rp 11.567.000
Mei Rp - Rp 3.596.066 Rp 705.000 Rp 7.160.000 Rp 4.871.000 Rp 12.736.000
Juni Rp - Rp 4.543.915 Rp 321.000 Rp 3.370.000 Rp 4.864.000 Rp 8.555.000
Juli Rp - Rp 2.482.990 Rp 1.164.000 Rp 11.500.000 Rp 5.358.000 Rp 18.022.000
Agustus Rp - Rp  163.440 Rp 891.000 Rp 8.860.000 Rp 9.859.000 Rp 19.610.000
September Rp - Rp 811.600 Rp 849.000 Rp 8.480.000 Rp 4.943.000 Rp 14.272.000
Oktober Rp - Rp  434.652 Rp 1.038.000 Rp 10.480.000 Rp 6.112.000 Rp 17.630.000
Nopember Rp - Rp 176.975 Rp 960.000 Rp 9.750.000 Rp 5.362.000 Rp 16.072.000
Desember Rp 75.000 Rp  434.652 Rp 576.000 Rp. 5.810.000 Rp 9.928.000 Rp 16.314.000

TOTAL 75.000 Rp 23.658.319 Rp 10.272.000 Rp 103.240.000 Rp 77.060.000 Rp 190.572.000




D. BEZZETING

Nama, Tempat NIP dan No. KARPEG Jabatan Pangkat
DELRELTE] No. KARPEG
Lahir Namal/Eselon
Drs. H. Ahmad 19660602.199203.1.003 Ketua/HAKIM 2155/DjA/KP.04 | 26-09- PEMBINA 01-10- | S1.Institut 1991 53
Husni Tamrin, G.004995 MADYA UTAMA .6/SK/8/2016 2016 UTAMA MUDA 2015 Agama Islam Tahun
M.H. 22-08-2016 (IVic) Negeri Syarif
Banten,02-06- Hidayatullah
1966
S2 Univ. Putra 2006
Bangsa
Drs. H. Masykuri | 19570705.198403.1.008 Hakim/HAKIM 27 Nov 2018 27 Nov PEMBINA 01 Oct | S1.Institut 1986 62
Hm, M.H.I. C.0999947 UTAMA MUDA 2018 UTAMA MADYA 2018 Agama Islam Tahun
Jombang,05 Jul (IV/d) Negeri Sunan
1957 Ampel
S2.Institut 2006
Keagamaan
Islam Hasim
Ashari
Drs. Warnita 19630803.199103.1.003 Hakim/HAKIM | 2642/DjA/KP.04 | 23-10- PEMBINA 01-10- | S1.lIAIN Sunan 1989 56
Anwar, M.H.E.S. E.964735 MADYA UTAMA | .6/SK/IX/2014 2015 UTAMA MUDA 2015 Gunung Jati Tahun
Subang,03-08- 30-09-2014 (|V/C) S2.Universitas 2016
1963 Muhammadiyah
Surabaya
Drs. Chairul 19621104 199203 1 001 Hakim/HAKIM 3505/DJA/KP.0 02-02- PEMBINA 01-10- | S1.Institut 1990 57
Anwar, M.H. F.047374 MADYA MUDA | 4.6/SK/12/2015 2016 UTAMA MUDA 2018 Agama Islam Tahun




Malang,04-11- 28-12-2015 (IV/c) Negeri Sunan
1962 Ampel
S2.Universitas 2009
Islam Jakarta
H. M. Arufin, 19610809.199203.1.002 Hakim/HAKIM 3509/DJA/KP.0 | 28-12- PEMBINA 01-10- | S1.Universitas 1990 58
S.H., M.Hum. E.982251 MADYA MUDA | 4.6/SK/12/2015 2015 TINGKAT | 2014 Islam Malang Tahun
Gresik,09-08- 28-12-2015 (|V/b) S2.Universitas 2003
1961 Narotama
S3. Universitas | 2018
Islam Bandung
Dra. Hj. 19640710.199203.2.003 Hakim/HAKIM | 2721/DjA/KP.04 | 30-09- PEMBINA 01-04- | S1.IAIN Jami'ah | 1989 55
Yuliannor F 324258 MADYA MUDA .6/SK/8/2016 2016 TINGKAT | 2015 Antasari Tahun
Martapura,10- 22-08-2016 (IV/b) Banjarmasin
07-1964
Drs. H. Ah. 19600214.199303.1.003 Hakim/HAKIM | 3784/DjA/KP.04 | 31 Jan PEMBINA 01 Apr | S1.Institut 1989 59
Thoha, S.-H., F049787 MADYA UTAMA | .6/SK/12/2016 2017 UTAMA MUDA 2017 Agama Islam Tahun
M.H. 15 Dec 2016 (IV/c) Negeri Sunan
Pati,14 Feb Ampel
1960 S1.Universitas 2001
Mayjen
Sungkono
S2.Universitas 2014
Narotama
Drs. H. Chafidz 19650412.198603.1.007 PANITERA 1437/DJA/KP.0 | 01 Nov PEMBINA 01 Apr | S1.Universitas 1990 54
Syafiuddin, S.H. C.283457 4.6/SK/VIII/201 2018 (IV/a) 2010 Islam Malang Tahun
Jombang,12 Apr 8
1965 28 Aug 2018 S1.Universitas | 1996




Mayjend
Sungkono Mr

S2.Universitas 2014
Narotama
9 | Fanroyen Ali 19771023.200212.1.004 Sekretaris 53/SEK/Kp.1/S 26-05- PENATA 01-04- | S1.Universitas 2002 42
Hamka, S.H., L.066916 K/NV/2017 2017 TINGKAT | 2015 Brawijaya Tahun
'\N"é';hjuk 2310. 12-04-2017 (1) S2.Universitas | 2008
1977 Bhayangkara
10 | Dra. Dyah 19660214.199403.2.003 Panitera Muda | 3922/DJA/KP.0 | 21-01- PENATA 01-04- | S1.Institut 1992 53
Kholidah G 084899 Hukum 4.6/SK/12/2015 2016 TINGKAT | 2006 Agama Islam Tahun
Nur'aini 29-12-2015 (1n/d) Negeri Sunan
Lamongan,14- Ampel
02-1966
11 | Ryana 19711114.199803.2.002 Panitera Muda | 083/DJA/KP.04. | 15-04- PEMBINA 01-04- | S1.Universitas 1994 48
Marwanti, S.H. H 017069 Gugatan 6/SK/01/2018 2004 (IV/a) 2010 17 Agustus Tahun
Surabaya,14- 22 Jan 2018 S2. Univeresitas | 2017
11-1971 Muhammadiyah
Surabaya
12 | Abdul Hafid, 19731212.200604.1.025 Panitera 2229/DJA/KP.0 | 19-11- PENATA 01-10- | S1.Universitas 2002 46
S.H. N 032900 Pengganti 4.6/SK/X1/2018 2018 (l/c) 2017 Mayor Jenderal Tahun
Jombang,12-12- 14 Nov 2018 Sungkono
1973
13 | Firman 19761224.200904.1.001 Kepala Sub 38/SEK/Peng.0 | 31-12- PENATA 01-04- | S1. Universitas 2006 43
Isdiantara Gani, P 193206 Bagian 6.1/12/2015 2015 (llifc) 2017 17 Agustus Tahun
S.H. Perencanaan, 16-12-2015
Sumenep,24- Teknologi
12-1976 Informasi dan

Pelaporan




14 | Emma Fatmala, 19870110.201101.2.011 Kepala Sub 38/SEK/Peng.0 31-12- PENATA 01-04- | S1.Universitas 2009 32
S.Kom. Q214649 Bagian 6.1/12/2015 2015 (I/c) 2017 Islam Negeri Tahun
Malang,10-01- Kepegawaian, 16-12-2015 Maulana Malik
1987 Organisasi dan Ibrahim

Tata Laksana

15 | Ermas Firdaus, 19850331.201101.2.013 Kepala Sub 53/SEK/Kp.lI/SK | 19-05- PENATA 01-04- | S1.ITS 2009 34
S.T. Q. 213175 Bagian Umum /IVI2017 2017 (I/c) 2017 Tahun
Madiun,31-03- dan Keuangan 19-05-2017
1985

16 | Lisyana 19720426.199503.2.001 Panitera 1051/SEK/KP.0 | 28-01- PENATA 01-10- | S1.Universitas 1994 47
Hamidah, S.H. G.286167 Pengganti 1/SK/12/2012 2013 TINGKAT | 2012 Kadiri Tahun
Kabupaten 11-12-2012 (1n/d)

Gresik,26-04-
1972

17 | Ali Muktar, S.H. 19651205.199603.1.003 Panitera 2831/DjA/KP.04 | 17-07- PENATA 01-04- | S1.Universitas 2003 54
Kabupaten G.363481 Pengganti .6/V/2009 2009 TINGKAT | 2017 | Wisnuwardhana Tahun
Malang,05-12- 12-05-2009 (1n/d)

1965

18 | Anis Trimurti 19750710.200604.2.009 Panitera 2027/DJA/KP.0 | 23-01- PENATA 01-10- | S1.Universitas 2001 44
Wahyuningsih, N.032901 Pengganti 4.6/SK/X/2013 2014 (l/c) 2013 Darul Ulum Tahun
S.H. 31-10-2013
Kota
Surabaya,10-

07-1975

19 | Nurul 19831010.200904.2.013 Panitera 2258/DJA/KP.0 14-11- PENATA MUDA 01-04- | S1.Universitas 2014 36
Kumtianawati, P 401616 Pengganti 4.6/SK/X1/2018 2018 (lll/a) 2015 Krister Artha Tahun
S.H. 14 Nov 2018 Wacana
Jombang,10 Oct Kupang
1983 S2.Universitas | 2017

Islam Kadiri




20 | Ahmad 19700403.200604.1.002 Juru Sita W13- 26-10- PENGATUR 01-10- | SLA.Madrasah 1996 49
Sampang,03- N.032923 Pengganti A13/3581/KP.0 2009 (li/c) 2013 | Aliyah Negeri Tahun
04-1970 4.6/SK/X/2009

23-10-2009

21 | Iffah Lathifah, 19840910.200902.2.002 Fungsional W13- 06-06- PENATA 01-10- | S1. Uninersitas | 2008 35
S.E. P.157020 Umum/Staf A13/1904/KP.0 2018 TINGKAT | 2018 Muhammadiyah Tahun
Sidrap, 10-09- 4.6/SK/6/2018 (lh/d)

1984 05 Jun 2018

22 | Amma Anisati 19711026.201408.2.001 Juru Sita W13- 03-04- PENGATUR 01-08- | SLA.Madrasah 1991 48
Sleman,26-10- B. 02002213 Pengganti A13/1587/Kp.04 | 2017 | MUDA TINGKAT | | 2015 | Aliyah Negeri Tahun
1971 .6/111/1SK/2017 (1I/b) Denanyar Fillial

31-03-2017
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Q PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

=

DATA KINERJA PENANGANAN PERKARA GUGATAN

1=

DATA KINERJA PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN

.ﬂ!._.

RERATA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

.!!._.

RERATA WAKTU PENANGANAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA DALAM
SENGKETA EKONOMI SYARIAH

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS
PERKARA




A.PELAKSANAAN SITA DAN EKSEKUSI

Diterima

PELAKSANAAN SITA

Telah Belum Gagal / Tidak Keterangan
IELEERELET) Terlaksana Terlasana

1 2017 2 2 - - - -

2 2018 2 2 - - - Barang Bergerak

3 2018 3 3 - - - Barang Tidak Bergerak

PELAKSANAAN EKSEKUSI
No. TAHUN Diterima Telah Belum Gagal / Tidak Cabut Keterangan
Dilaksanakan Terlaksana Terlasana

1 2017 1 3 1 - - -

2 2018 2 - 3 -




B.LAPORAN KEUANGAN PERKARA

URAIAN

1 Sisa Awal 327.453.000
2 Penerimaan Tahun ini 3.296.880.000
3 Biaya Panggilan 1.470.005.000
4 Biaya Penerjemah
5 Biaya Sita 6.443.000
6 Biaya Pemeriksaan Setempat 38.406.000
7 Biaya Sumpah
8 Biaya Pemberitahuan 532.996.000
9 Biaya Pengiriman Perkara 11.950.000
10 Biaya Materai 20.142.000
11 Biaya Pendaftaran 103.320.000
12 Biaya Redaksi 16.655.000
13 ATK/dII 171.500.000
14 Pengembalian Panjar Biaya Perkara 876.104.000
15 Jumlah Pengeluaran 3.247.521.000
16 Sisa Akhir 376.812.000

JUMLAH 3.624.333.000 3.624.333.000




C.REKAP AKTA CERAI

No BULAN JUMLAH JUMLAH DISERAHKAN KETERANGAN
DITERBITKAN SUAMI ISTRI ‘
1 Januari 268 79 189
2 Pebruari 291 57 234
3 Maret 237 60 177
4 | April 199 37 162
5 Mei 200 41 159
6 | Juni 113 21 92
7 | Juli 245 61 184
8 Agustus 237 47 190
9 September 181 55 126
10 | Oktober 263 63 200
11 | Nopember 203 50 153
12 | Desember 230 43 187
JUMLAH 2667 614 2053




D.LAPORAN KEGIATAN HAKIM

SisaTahunr Tambah 7 Jumlah 7 Diputus Sisa Bulan Jumlah Sisa yang
NAMA HAKIM / MAJELIS Lalu Tahun yang belum

Sekarang diminutir diminutir

1 Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. 13 0 160 27 173 27 137 24 36 3 137 24 0 0
2 | Drs. Chalid, M.H. 111 4 419 57 530 61 290 44 52 3 290 44 0 0
3 | Drs. H. Warnita Anwar, M.Hes. 68 2 623 78 691 80 498 74 125 4 498 74 0 0
4 | Drs. Chairul Anwar, M.H. 68 1 577 66 645 67 475 64 102 2 475 64 0 0
5 | H. M. Arufin, S.H., M.Hum. 51 4 618 77 669 81 542 76 75 1 542 76 0 0
6 | Dra. Hj. Yuliannor. 52 2 573 74 625 76 498 71 75 3 483 69 15 2
7 | Drs. H. Ah Thoha, S.H., M.H. 50 2 454 55 504 57 422 55 33 0 416 54 6 1

JUMLAH 413 15 | 3424 434 | 3837 | 449 2862 408 498 16 2841 405 21 3




E. KEADAAN UMUM KINERJA PENANGANAN PERKARA

JENIS PERKARA SISA 2017 MASUK 2018 JUMLAH BEBAN PUTUS 2018 CABUT 2018 SISA 2018
Perdata Gugatan 413 3011 3424 2710 228 486
Perdata Permohonan 15 419 434 396 23 15
Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
Jinayat 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 428 3430 3858 3106 251 501

F. PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

WILAYAH JUMLAH PERKARA STATUS KEBERHASILAN MEDIASI
MEDIASI BERHASIL TIDAK BERHASIL TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN
8 458 | 9 |

Jumlah ‘




G.DATA KINERJA PENANGANAN PERKARA GUGATAN

JENIS PERKARA SISA 2017 MASUK 2018 JUMLAH BEBAN PUTUS 2018 CABUT 2018 SISA 2018
1 Izin Poligami 5 17 22 16 3 3
2 | Pembatalan Perkawinan 0 1 1 1 0 0
3 | Cerai Talak 101 771 872 686 81 105
4 | Cerai Gugat 290 2187 2477 1978 131 368
5 | Harta Bersama 9 11 20 13 4 3
6 | Penguasaan Anak 4 10 7 2 1
7 | Isbat Nikah 1 6 1 4 1
8 | Kewarisan 3 12 15 8 3 4
9 | Ekonomi syariah 0 1 1 0 0 1

JUMLAH 413 3011 3424 2710 228 486




H.DATA KINERJA PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN

. JENIS PERKARA SISA 2017 MASUK 2018 JUMLAH BEBAN PUTUS 2018 CABUT 2018 SISA 2018
1 PengesahanAnak o0 1 1 14 0o 0 |

1 Pengesahan Anak 0 1 0 0
2 Perwalian 0 6 6 6 0 0
3 Asal Usul Anak 0 25 25 21 3 1
4 Isbat Nikah 3 19 22 17 4 1
5 Dispensasi Kawin 1 105 106 98 3 5
6 | Wali Adhol 0 23 23 20 2 1
7 Penetapan Ahli Waris 1 15 16 13 3 0
8 Lain Lain 10 225 235 220 8 7
JUMLAH 15 419 434 396 23 15




. RERATA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

No. JENIS PERKARA LAMANYA PROSES (Dalam Bulan)
I 1-5 5-12 >12
1 Perdata Gugatan 2311 320 307
2 Perdata Permohonan 419 0 0
3 Gugatan Sederhana 0 0 0
4 | Jinayat 0 0
RERATA 2730 320 307

J. RERATA WAKTU PENANGANAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA DALAM
SENGKETA EKONOMI SYARIAH

JENIS PERKARA RERATA WAKTU MEMUTUS (Dalam Hari) KETERANGAN

Perbuatan Melawan Hukum NIHIL

2 Wanprestasi

Rerata o 0 0




K.LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS

BANYAKNYA PERKARA | ) DICABUT DAN DIPUTUS TAHUN INI
JENIS Diterima . Dicoret ;
Bandin
PERKARA Tahun Jumlah Dicabut | Dikabulkan | Ditolak D:rld?k Digugurkan dari g
. iterima N
ini Register
A. Perkawinan
1 Izin Poligami 7 17 24 3 7 0 1 0 0 21 3 0 0 0
o | Pencegahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; ; 0 0 0
Perkawinan
Penolakan Per,
3 oleh PPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
4 | Pembatalan 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 ; 0 0 0
Perkawinan
Kelalaian Atas
5 Kewajiban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Suami / Istri
6 Cerai Talak 134 771 905 70 700 4 16 6 4 800 105 4 1 0
7 Cerai Gugat 413 2183 2596 134 2049 5 20 13 7 2228 368 0 3 0
8 Harta Bersama 9 11 20 4 10 1 2 0 0 17 3 5 3 0]
Penguasaan
9 Anak/Hadhanah 2 6 8 0 5 0 0 0 0 7 1 0 0 0
Nafkah Anak
Oleh Ibu karena
10 Ayah Tidak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Mampu
Hak - hak bekas
11 istri/kewajiban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
bekas Suami

12 Pengesahan 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 - 0 0 0




Anak

Pencabutan

13 Kekuasaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Orang Tua

14 Perwalian 1 6 7 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0
Pencabutan

15 Kekuasaan Wali 0 7 7 2 5 0 0 0 0 - 0 0 0
Penunjukan
orang lain )

16 sebagai Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oleh Pengadilan
Ganti Rugi

17 terhadap Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Asal Usul Anak /

18 Pengangkatan 2 25 27 3 22 0 0 0 1 26 0 0 0
Anak

19 | Pen. Kawin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Campuran
Pengesahan

20 Perkawinan/Istb 2 24 26 5 16 0 3 0 0 24 0 0 0
at Nikah

21 Izin Kawin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

2o | Dispensasi 7 105 112 2 104 0 0 1 0 107 0 0 0
Kawin

23 Wali Adhol 5 23 28 2 24 0 0 0 1 27 0 0 0
Ekonomi

B Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

C Waris 5 12 17 3 4 2 4 0 0 13 3 0 0

D Wasiat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

E Wakaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

F Zakat/Infak/Sho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0
daqoh

G | Penetapan Anli 1 15 16 3 13 0 0 0 0 16 0 0 0

Waris




H P3HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
| Derden Verzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
J Lain-Lain 19 226 245 8 227 0 0 1 1 237 8 0 0 0
JUMLAH 608 3430 4038 237 3201 13 47 21 14 3533 501 12 10 0
Mengetahui Jombang, 29 Desember 2018
Ketua, Panitera,

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.

NIP. 196606021992031003

Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H., M.H

NIP. 196504121986031007




